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PERATURAN DAERAH REMBANG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2021 

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat 

(1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah ,sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 104 

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

,Gubernus/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pedapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 

2021 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) untuk 
memperoleh persetujuan Bersama. 

-  
- Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a merupakan perwujudan dari Rencana Kerja 

Pemeritah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke 
dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD serta 

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
yang telah disepakati Pemerintah Daerah Bersama. 

  
- dasar hukum: ;Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;Undang-undang 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286);Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara (Lembaran 
Negara Repuplik Indonesia Nomor 5,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4355));Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanakan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 44210;Undang-undang Nomor 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438 ;Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 



5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679) 

 : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan 29 Oktober 2021 dan ditetapkan tanggal 29 

Oktober 2021 

 

 


